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ABSTRAK

Pasal 412 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
mengatur tentang Perzinaan dan Kohabitasi yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang tinggal serumah
bukan suami istri. Ini terdapat permasalahan apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan
hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, apa latar belakang diaturnya
kohabitasi dalam Pasal 412 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana; Kedua, bagaimanakah perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan
dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif
menggunakan data sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 jenis pendekatan penelitian
yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan historis; 3) pendekatan komparatif. Hasil
penelitian menunjukan; Pertama, latar belakang diaturnya kohabitasi dalam pasal ini adalah bertujuan
untuk memperluas definisi zina, yang sebelumnya terbatas dalam KUHP lama, menjadi hubungan seksual
di luar pernikahan, baik antara individu yang terikat perkawinan maupun tidak. Pengaturan ini
mencerminkan norma masyarakat yang religius dan komunal serta bertujuan untuk menjaga nilai-nilai
kesusilaan dan martabat perkawinan.; Kedua, perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi
dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia merupakan hak atas martabat, kebebasan, dan privasi. Meskipun
tidak dibahas secara khusus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kohabitasi diakui
dalam kerangka HAM, tetapi penerimaan sosial sering terhalang oleh norma budaya dan agama. Negara
memiliki kewajiban melindungi hak-hak individu, sementara organisasi masyarakat sipil berperan dalam
advokasi dan perlindungan, meskipun tantangan dalam implementasi dan perubahan norma sosial tetap
ada. Seharusnya pengaturan mengenai kohabitasi harus jelas untuk melindungi institusi pernikahan dan
keutuhan keluarga, serta mencegah dampak negatif seperti ketidakpastian status hukum anak. Namun,
pengaturan ini harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan
pribadi, dengan memastikan bahwa intervensi negara dilakukan dengan alasan yang sah dan proporsional.
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ABSTRACK

Article 412 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates adultery and
cohabitation committed by two (2) or more people who live together who are not husband and wife. There
are current issues related to Human Rights. Based on this, the problems in this study are as follows: First,
what is the background of cohabitation regulation in Article 412 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023
concerning the Criminal Code; Second, how personal protection in the crime of coexistence is related to
Human Rights. The method used in the research is Normative Juridical using secondary data, and the
research approach used is three types of research approaches, namely; 1) legislative approach; 2) historical
approach; 3) comparative approach. The results of the study showed; First, the background of the
arrangement of cohabitation in this article aims to expand the definition of adultery that was previously
limited in the old Criminal Code, to include sexual relations outside of marriage, whether between married
individuals or not. This regulation reflects the norms of religious and communal societies and aims to
uphold the values of morality and dignity of marriage. Second, the protection of personal rights in the
crime of coexistence is related to Human Rights, which includes the rights to dignity, freedom, and privacy.
Although not specifically addressed in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), cohabitation
is recognized within the framework of human rights, but social acceptance is often hindered by cultural
and religious norms. The state has an obligation to protect individual rights, while civil society
organizations play a role in advocacy and protection, although challenges in the implementation and
change of social norms remain. Regulations regarding cohabitation must be clear to protect the institution
of marriage and the integrity of the family, as well as to prevent negative impacts such as uncertainty about
the legal status of children. However, these regulations must take into account Human Rights, especially
the right to privacy and personal freedoms, ensuring that state interventions are carried out for legitimate
and proportionate reasons.
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